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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis
Fikih Siya<sah Terhadap Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Dalam Relokasi
Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 tahun 2015” yang bertujuan untuk
menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kebijakan pemerintah provinsi
DKI Jakarta dalam relokasi Pedagang Kaki Lima dalam Pergub No. 10 Tahun
2015? dan bagaimana tinjauan Fikih Siya>sah terhadap kebijakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terhadap relokasi Pedagang Kaki Lima?

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan
judul skripsi terkait kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam relokasi
Pedagang Kaki Lima.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan
Gubernur No.10 Tahun 2015 telah cukup baik, namun dalam penerapannya tidak
sesuai dengan apa yang dicitakan, terdapat beberapa fakta dan data wawancara yang
telah ditemukan oleh penulis dimana pemerintahan DKI Provinsi Jakarta belum
maksimal untuk apa yang menjadi tujuan daripada Relokasi tersebut di Peraturan
Gubernur No.10 Tahun 2015, seperti halnya tidak strategisnya penataan Tata Letak
Ruang Wilayah Tempat Relokasi yang menjadikan penumpukan Pedagang Kaki
Lima Liar, Sempitnya Lahan Tempat Relokasi yang diberikan sehingga banyak
Pedagang Kaki Lima menambahkan fasilitas-fasilitas baru yang melanggar aturan
Pergub No. 10 Tahun 2015 sehingga tujuan Relokasi tidak mencapai kepada
kesejahteraan perekonomian rakyat. Konsep kekuasaan pemerintahan Islam al-
sulthah al-tasyri’iyyah didasarkan pada kebijakan Gubernur dalam menerapkan
Pergub No. 10 Tahun 2015, sebuah peraturan hanya sebatas menggali dan
memahami sumber-sumber syari’at Islam, dan menjelaskan hukum-hukum yang
terkandung di dalamnya. Sehingga penerapan pemerintah Islam membentuk suatu
hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam
yang sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Alquran dan Hadis.

Sejalan dengan kesimpulan diatas sehingga perlu ditingkatkan kembali
Sumber Daya Manusia dari Pemerintah Provinsi terkait Relokasi Pedagang Kaki
Lima agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal terutama strategisnya
penataan Tata Letak Ruang Wilayah Tempat Relokasi\, sehingga Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta harus lebih membuka lahan dan menerbitkan Pedagang Kaki
Lima untuk menerima TDU, dalam kebijakannya Pemerintah Provinsi DKI harus
memberikan penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima Pemegang TDU yang
tidak membayarkan uang retribusi agar jumlah Pedagang Kaki Lima Liar yang lebih
banyak ini memiliki TDU tanpa melanggar aturan yang berlaku.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia sekaligus menjadi kota terbesar di Indonesia. Sejatinya
DKI Jakarta merupakan daerah otonomi berbentuk provinsi tetapi karena
lingkup wilayahnya tidak terlalu luas maka Jakarta biasa disebut kota besar.
Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan
tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah dan sebagai
tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga

Internasional.

Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan
kebijakan dalam bidang: Tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan
hidup, pengendalian penduduk dan pemukiman, transportasi, industri dan

perdagangan dan pariwisata.'

Melakukan tata kelola kota yang baik serta mengembangkan
pertumbuhan ekonomi dalam sektor informal melalui PKL, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur

"Puteri Hikmawati dkk, Sinkronisasi dan Harmonisi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah:
Studi di Provinsi Bali, (Jakarta Pusat: Azza Grafika, 2012), 35.



No. 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima.

Potensi PKL di Jakarta memiliki peranan penting dalam memberikan
kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan perkotaan karena sektor
informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah
yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di
perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di Jakarta. Selain
itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah
kota dalam sektor ekonomi melalui pungutan retribusi. Namun dari segi
negatifnya banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya
ditempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi Public Space. Public Space
merupakan tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai,
berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota, tempat umum tersebut
biasanya berupa taman, trotoar, halte, bus, dan lain-lain.> Maka dari itu
kehadiran PKL perlu dilakukan kebijakan relokasi melalui penataan dan
pemberdayaan sehingga terciptanya kelancaran lalu lintas, estetika dan

keberhasilan serta fungsi prasarana perkotaan.

Adapun dasar hukumnya yaitu: Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012
Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Provinsi DKI

2 Ishlahuddin, Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam
Perspesktif Ekonomi Islam di Kota Makassar, (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017), 3.



Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui
wawancara dengan Dinas KUMKMP, pada hari Selasa, Tanggal 05
November 2019 Pukul 10:00 WIB, dengan Bapak Sugiyanto S.A.P selaku
staf seksi Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koprasi UKM
Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan Pemprov DKI Jakarta mengupayakan
tempat bagi pedagang kaki lima di Jakarta melalui program Relokasi yang
terbagi menjadi dua tempat yaitu: Lokbin (Lokasi Binaan) dan Loksem
(Lokasi Sementara). Adanya Lokbin dan Loksem tersebut masih belum
mencukupi dari banyaknya jumlah pedagang kaki lima di Jakarta. Adapun
tempat-tempat lokasi dilarang berdagang ditandai dengan zona merah, akan
tetapi kenyataannya kawasan-kawasan tersebut masih dipenuhi oleh para

pedagang kaki lima liar.?

Pemerintah Daerah yang merupakan Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.*
Adapun penataan dan pemberdayaan di selenggarakan oleh Gubernur
melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas

KUMKM dengan melaksanakan koordinasi kegiatan pengaturan tempat

3 Bapak Sugiyanto, Wawancara, Staf Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM, Dinas
KUMKMP Provinsi DKI Jakarta, 05-11-2019.
4 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 10 Tahun 2015



PKL dan koordinasi pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota

Adiministrasi/Kabupaten Administrasi.’

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak
bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,
lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat

sementara/tidak menetap.®

Penetapan lokasi pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepentingan
umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan,
kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

daerah dan sesuai dengan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang dikembangkan oleh penulis melalui
wawancara dengan Dinas KUMKMP, pada hari Rabu Tanggal 06
November 2019 dengan Bapak Sugiyanto S.A.P selaku staf seksi
Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koprasi UKMP Provinsi
DKI Jakarta, menjelaskan berdasarkan data dinas KUMKMP DKI Jakarta
dari 5 wilayah di Jakarta pada tahun 2019, jumlah PKL pada Lokasi Binaan
sebanyak 2.234, Jumlah di Lokasi Sementara sebanyak 4.869 dan jumlah

PKL liar berjumlah 16.180.

3 Ibid., Pasal 3.
6 Ibid., Pasal 1 ayat 18.



Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya penelitian lebih dalam
tentang subtansi Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 Tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima apakah sudah sesuai dan

dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat pada realitanya.

Penulis memfokuskan objek penelitian di dua tempat, yaitu :

1. Pasar asemka pusat grosir aksesoris dan souvenir beralamat di
jl. asemka jembatan lima tambora Jakarta Barat, dan
2. Pasar tanah abang yang merupakan pusat grosir tekstil terbesar

di Jakarta beralamat J1. Jatibaru kampung bali Jakarta Pusat.

Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 dibuat untuk
menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dari pasal 26 Perda Provinsi DKI
Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Perda adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau
Bupati/Walikota).” Perbedaannya dengan Peraturan Gubernur adalah
kewenangan pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan Gubernur, akan tetapi Peraturan Gubernur baru di akui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di

perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

7 Peraturan Daerah, https://wikipedia.org/wiki/Peraturan Daerah (Indonesia), diakses pada tanggal
30 November 2019 pukul 15:12




dibentuk berdasarkan kewenangan.® Muatan Peraturan Gubernur dapat pula
berupa tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.’

Fikih Siya>sah menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah ilmu yang
membahas persoalan kenegaraan secara menyeluruh semisal (bagaimana
mengadakan) perundang-undangan dan peraturan (lainnya) untuk
kemaslahatan umat melalui aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya.'®

Dalam fikih Siya>sah legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al-
sulthah al-tasyri<’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat
dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak
menentukan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam dalam
wacana fikih siyasah istilahal-sulthah al-tasyri>’iyah di gunakan untuk
menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam
mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi
berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan
hukum yang akan diberlakukan dan di laksanakan berdasarkan ketentuan
yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.!! Dengan kata lain

dalam al-sultha>h al-tasyri<’iyahpemerintah melakukan tugas Siya>sah

8 Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

% Ibid., Pasal 36 ayat 5.

10 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Figh
Siyasah, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 9.

" Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2014), 187.



syar’i<yah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di

dalam masyarakat demi kemaslahatan umat Islam.

Ditinjau dari fikih Siya>sah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam hal relokasi PKL termasuk juga dalam Siya>sah Ma>liyah, Siya>sah
Ma>liyah merupakan salah satu aspek penting dalam mengatur pemasukan

dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan rakyat.'?

Menurut [ja
Suntana dalam politik ekonomi Islam (Siya>sah Ma>liyah) merupakan
suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah yang
menyangkut pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menjamin
terpenuhnya kebutuhan masyarakat dengan nilai-nilai syariat islam sebagai
ukurannya kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan

antara negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu

dengan individu dalam aktifitas ekonomi.'?

Pengaturan fikih Siya>sah Ma>liyah berorientasi untuk kemaslahatan
rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu: rakyat, harta dan negara.' Oleh karena itu
bahwa dari setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi
rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan

dinilai ataupun di evaluasi kemajuannya.

Berdasarkan uraian diatas. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti

dan membahas dalam suatu karya tulis dengan judul“Analisis Fikih

12 Jeje Abdul Rozak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.

13 Imam Amruzi Jaelani dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2014), 182.

4 Andri Nirwana AN, Fikih Siyasah Maliyah Keuangan Publik Publik Islam, (Aceh: Searfigh
Banda Aceh, 2017), 03.



Siya>sah Terhadap Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Dalam Relokasi

Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015”’.
Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis
menemukan beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penyusunan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam relokasi PKL
dalam Pergub No. 10 Tahun 2015.
2. Peran perangkat pemerintah daerah di dalam menegakkan Pergub
No. 10 Tahun 2015.
3. Faktor penghambat dan pendorong terlaksananya Pergub No. 10
Tahun 2015.

Penulis menganggap perlunya batasan masalah agar skripsi ini tidak
keluar dari lingkup pembahasan yang dikaji agar lebih terperinci dan mudah
dipahami. Adapun batasan masalah skripsi ini adalah:

1. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam relokasi PKL

dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015.
2. Analisis fikih siyasah terhadap kebijakan provinsi DKI Jakarta

terhadap relokasi PKL.



C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas,

maka dapat dirumuskan poin-poin masalah yang akan di kaji sebagai berikut

1. Bagaimana kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam
relokasi pedagang kaki lima dalam Peraturan Gubernur No. 10
Tahun 2015?

2. Bagaimana tinjauan fikih Siya>sah terhadap kebijakan pemerintah

provinsi DKI Jakarta terhadap relokasi PKL?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai pijakan dalam rangka
menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk
mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.
Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan
saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.
Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis fikih siya>sah
terhadap kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam relokasi
pedagang kaki lima dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015.

Dengan kajian pustaka diharapkan dapat mempunyai suatu informasi
tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa
kajian pustaka tersebut di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fatmawati, Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang (2013) berjudul “Dampak Relokasi
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Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta
No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta”® yang
membahas mengenai serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh
Pemkot Surakarta dengan permberlakuan konsep penataan yang
strategis. Adapun langkah strategis tersebut adalah relokasi, selter
know down, tenda, gerobak dan penertiban. Sementara kebijakan
dalam penulisan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov
DKI Jakarta dengan program relokasi melalui Lokasi Binaan dan
Lokasi Sementara.

2. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi
No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima di Tinjau Dari Siya>sah Ma>liyah”'¢ yang ditulis oleh
Melan Nurmah UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2018) membahas
tentang pelaksanaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
berdasarkan Perda kota Sukabumi serta tinjauan fikih siyasah
maliyah. Implementasi peraturan kota Sukabumi tersebut belum
terlaksana dengan optimal disebabkan tidak adanya lokasi bagi PKL,
sehingga berpengaruh terhadap penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima di kota Sukabumi. Berbeda dengan penelitian

15 Nur Fatmawati, Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang
Kaki Lima di Surakarta, (Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013).

16 Melan Nurmah, Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Tinjau Dari Siyasah Maliyah, (Skripsai :
Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Gunung Jati Bandung, 2018).
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yang penulis tekankan pada kebijakan Pemprov DKI Jakarta tentang
relokasi yang menjadi lokasi tersebut sudah ada dan di sediakan oleh
Pemprov DKI Jakarta untuk PKL di Jakarta.

3. Skripsi karya Bintardi Dwi Laksono Universitas Islam Yogyakarta
(2019) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima
Yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun
2002”" menjabarkan tentang penegakan hukum terhadap pedagang
kaki lima di Yogyakarta melalui perangkat daerah. Penulisan skripsi
tersebut lebih menekankan upaya-upaya penegakan terhadap
larangan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar saja,
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tidak
hanya objek trotoar saja, namun public spaceyang meliputi taman,

trotoar, halte, bus dan lain-lain.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka skripsi ini
bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta

dalam relokasi PKL dalam Pergub No. 10 Tahun 2015

!7 Bintardi Dwi Laksono, Penegekan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Atas
Trotoar Jalan Abu Bakar Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun
2002, (Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, 2019).
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2. Untuk mengetahui analisis fikih Siya>sah terhadap kebijakan
pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap relokasi PKL.
F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian secara umum terdapat dua manfaat dari

penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

a. Penelitian ini diharapkan menambah pengembangan ilmu
pengetahuan di Jurusan Hukum Tata Negara dan Syariah khususnya
tentang kebijakan relokasi PKL

b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengembangan
pola pikir yang dinamis bagi penulis.

2. Manfaat Praktis (Terapan)

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian-kajian
yang berhubungan dengan pemerintahan khususnya tentang
kebijakan relokasi PKL.

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan
dan pemikiran tentang kebijakan relokasi PKL.

c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan
dan pemikiran bagi pemerintah DKI Jakarta.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi penulis adalah “Analisis Fikih Siya>sah Terhadap

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki
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Lima Dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015”. Agar para pembaca
mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai judul yang termuat dalam
proposal skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan tentang pengertian
variabel-variabel judul secara terperinci, yaitu :

1. Kata Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam.!® Fikih
Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengatur urusan
umat dan negara dengan segala bentuk hukum dan kebijaksanaan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-
dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.'

2. Kata Kebijakan artinya kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan.?
Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip
untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan
konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.?!

3. Relokasi adalah pemindahan tempat.?? Relokasi pedagang kaki lima
adalah pemindahan lokasi usaha melalui Lokasi Binaan dan Lokasi
Sementara oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

4. Pergub No. 10 Tahun 2015 adalah Peraturan Gubernur provinsi DKI

Jakarta Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

8Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 391.

19 Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Prenada Media, 2003), 10.

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2 Uddin B. Sore, Sobirin, Kebijakan Publik, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 3.

22 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke
Empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1159.
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Dengan demikian maka definisi istilah atau makna dari judul skripsi
“Analisis Fikih Siya>sah Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam No. 10 Tahun 2015”
adalah meninjau tentang kebijakan provinsi DKI Jakarta serta pelaksanaan
Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 tentang pemindahan pedagang kaki

lima serta tinjauan Fikih Siya>sah.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk
memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.?® Jenis penelitian ini
adalah penelitan empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan

langsung terjun ke lapangan.

1. Data yang dikumpulkan

a. Data tentang keadaan dan keberadaan PKL di Jakarta.

b. Data tentang pengelolaan PKL di Jakarta.

c. Data tentang kebijakan-kebijakan Pemrov di Jakarta.

d. Data tentang relokasi PKL di Jakarta.

e. Data tentang alasan-alasan PKL di Jakarta.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh

langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh

2 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2015), 3.
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orang lain.>* Sesuai dengan penelitian ini, maka yang dijadikan
informasi adalah para pedagang kaki lima, aparat satpol pamong
praja, pegawai dinas KUMKM di Jakarta. Data primer dalam
penelitian diperoleh melalui wawancara, dalam skripsi ini dilakukan
dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan
terlebih dahulu daftar pernyataannya namun tidak menutup
kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan.

Sumber Data Sekunder

Buku-buku pustaka dan catatan lainnya yang berhubungan dengan
penelitian

Dokumen-dokumen dari dinas KUMKM yang mengelola relokasi
pedagang kaki lima di Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.?
obeservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran,
peraba, pengecap maksudnya adalah pengamatan langsung. Di
dalam arti penetilitian observasi dapat dilakukan dengan tes,
kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.?® Dalam melaksanakan

metode ini penulis akan mengamati, melihat serta memperhatikan

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141
23 S. Nasution, Metode-Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106.
26 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2006), 107.
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kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki

lima di Jakarta.

b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu

C.

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.?’” Metode pengumpulan
data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka,
dimana daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan wawancara
terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan
mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal
dari masyarakat yang berstatus sebagai PKL dan beberapa pegawai
dinas KUMKM, satpol PP yang menangani masalah yang
bersangkutan.

Metode Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah setiap bahan tertulis.?® Penulis akan

menyelidiki dan memahami Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
No. 8 Tahun 2007, Peraturan Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun
2015, Format TDU, Surat Keputusan dikerluarkannya TDU,
Dokumentasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan

skripsi ini.

27 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

3 Ibid., 216.
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4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, penelitian menggunakan
pengolaan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang
meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya.” Teknik
ini di gunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang
sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber
studi dokumentasi.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan
rumusan masalah, serta pengelompokan data yang di peroleh.*
Dengan teknik ini di harapkan penulis dapat memperoleh gambaran
tentang analisis fikih Siya>sah terhadap Pergub No. 10 Tahun 2015
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

Jakarta.

c. Analizing

2 Chalid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
30 Tbid., 154.
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Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan
organizing data yang telah di peroleh dari sumber-sumber penelitian,
dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga di

peroleh kesimpulan.?!

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima
bab dan pembahasan yang akan di kemukakan dalam proses penulisan

skripsi ini adalah :

Bab 1 “Bab ini bertujuan untuk mengantarkan secara ringkas, segala
sesuatu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini di antaranya latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan’’.

Bab 2 “’Dalam bab ini membahasan tentang landasan teori yang
memuat deskripsi tentang, teori fikih Siya>sah taysri>’iyyah teori fikih
Siya>sah Ma>liyah, teori pembentukan peraturan perundang-undangan,

teori kebijakan, otonomi daerah, dan tinjauan umum pedagang kaki lima’’.

Bab 3 “’Mendeskripsikan penemuan di lapangan tentang masalah yang
dikaji yaitu Pergub No. 10 Tahun 2015 dimana masalah yang harus di

gambarkan adalah latar belakang di keluarkannya Pergub No. 10 Tahun

31 bid., 195.
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2015, peran pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah dan faktor-

faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan peraturan daerah’’.

Bab 4 “’Merupakan kajian analisis atau jawaban rinci dari rumusan
masalah dalam penelitian ini. Pembahasan penelitian kebijakan pemerintah
dalam relokasi PKL dan analisis fikih siyasah terhadap kebijakan

pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam Pergub No. 10 Tahun 2015°".

Bab 5 “’Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penelitian
ini, maka bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada pada

bab-bab sebelumnya dan di muatkan juga saran”.



BABII
TINJAUAN FIKIH SIYA<SAH DUSTU><RI>>>><YAH DAN KONSEP
TAYSRI>>>’IYYAH\

A. Tinjauan Fikih Siya>sah Dustu>ri>yah dan Konsep Tasyri>’iyyah
1. Pengertian Fikih Siya>sah

Kata fikih secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap
ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulama-ulama syara’
(hukum Islam), fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum
yang selaras dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang didapat dari
dalil-dalilnya yang tafs}i>[ (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil

dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).??

Kata Siya>sah merupakan bentuk masdar dari sa>sa, yas>usu yang
artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.
Kata sa>sa memiliki sinonim dengan kata dabbarayang artinya mengatur,
memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.>* Secara terminologis,
Siya>sah ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat
kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak

menentukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.>*

32 J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1994), 21-22.

33 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.
34 Djazuli, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

20
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Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa
Siya>sah adalah ‘’pengaturan perundang-perundangan yang diciptakan
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa Siya>sah adalah
““membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan
keselamatan.”

Dalam buku fikih Siya>sah karangan J. Suyuti Pulungan beliau
berpendapat Fikih Siya>sah atau Siya>sah Syar’iyyah adalah ilmu yang
mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara
dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat
oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh

syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat?>.

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum Islam
maka fikih Siya>sah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk
membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk
kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. fikih
Siya>sah juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-
undangan yang wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan
mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan selama

peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

33]. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah ..., 26.
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2. Ruang Lingkup Fikih Siya>sah

Dalam menentukan ruang lingkup fikih Siya>sah, para ulama berbeda
pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang
lingkup fikih Siya>sah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab fikih
Siya>sahnya yang berjudul al-ah}ka>m al-sult}a>niyyah yang membagi
ruang lingkup fikih Siya>sah ke dalam lima bagian antara lain:

1. Siya>sah Dustu>ri>yyah

2. Siya>sah Ma>liyah

3. Siya>sah Qad}a>iyyah

4. Siya>sah Harbiah

5. Siva>sah Ilda>riyyah

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup fikih
Siya>sah ke dalam delapan bagian, diantaranya:

a. Siya>sah Dustu>riyyah Shar’i>yyah kebijaksanaan tentang
perintah perundang-undangan;

b. Siya>sah Tasyri’iyyah Shar’i>yyah yaitu kebijaksanaan tentang
penetapan hukum;

c. Siva>sah Qad}a>iyyah Shar’i>yyah yaitu kebijaksanaan
peradilan;

d. Siya>sah Ma>liyyah Shar’i>yyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan
moneter;

e. Siya>sah Ida>riyyah Shar 'i>yyahya itu kebijaksanaan administrasi

Negara;
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f. Siva>sah Dauliyyah/ Siya>sah Kha>rjiyyah Shar’i>yyah yaitu
kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;

g. Siya>sah Harbiyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan;

h. Siya>sah Tanfidziyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan
undang-undang.

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup Fikih
Siya>sah atas beberapa bagian:

Hasbi al-siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan
hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum,
peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang,
dan peperangan.

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya as-Siya>sah al-
sya>r’iyyah fi aislah al-ra’i wa al-ra<’iyyah membagi Fikih Siya>sah atas
tiga bagian ,yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar
negeri.

Imam al-mawardi, ahli fikih madzhab syafi’i dan negarawan pada masa
dinasti abbasiyah, dalam bukunya al-ahka>m al-sulth<aniyahmengatakan
bahwasannya ruang lingkup Fikih Siya>sah mencakup lima bagian, yakni
politik perundang-undangan (Siya>sah Dustu>riyah), politik moneter
(Siya>sah Maliyah), politik peradilan (Siya>sah Qadla’iyah), politik
peperangan (Siya>sah Harbiyah), dan politik administrasi (Siya>sah

Ida>riyah).
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3. Pengertian Fikih Siya>sah Dustu>riyah

Siva>sah Dustu>riyyah adalah bagian fikih Siya>sah yang membahas
masalah perundang-undangan negara. Dalam pembahasan mengenai bab
Siya>sah Dustu>riyah meliputi konsep konstitusi (undang-undang dasar
negara beserta sejarah lahirnya perundang-udangan tersebut), legislasi (cara
merumuskan suatu peraturan perundang-undangan), lembaga demokrasi
dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu
negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu

peraturan perundang-undangan tersebut.>

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam Siya>sah
syar’i>yyah, tugas-tugas dan tujuan dalam fikih Siya>sah dan hubungan
timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga

negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam fikih Siya>sah dustu>ri>yah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pithak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena
itu, di dalam fikih Siya>sah dustu>ri>yah biasanya dibatasi hanya
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

3Ibid., 153.
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Permasalahan di dalam Fikih Siya>sah Dustu>riyyah yaitu hubungan
antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang
ada di dalam masyarakatnya.>’” Apabila dilihat dari lain sisi Siya>sah

Dustu>riyyah dapat dibagi menjadi empat bagian:*®

1) Bidang Siya>sah tasyri>'iyyah membahas persoalan ahlu al-h}alli
wa al-‘aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim
didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-
Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.

2) Bidang Siva>sah tanfi>dzi>yyah, membahas persoalan imamah,
persoalan bai’ah, wi>zarah, wali> al-‘ahdi>, dan lain-lain.

3) Bidang Siya>sah qgad}a>iyyah membahas persoalan peradilan.
Bidang Siya>sah ida>riyyah, membahas persoalan administratif

dan kepegawaian.
4. Konsep al-sultha>h al-tasyri>’iyyah

Dalam Kajian Fikih Siya>sah, legislasi atau kekuasaan legislatif
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah
Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak
seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi
umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat al- An’am,

6:57:

37 Djazuli, Figh Siyasah ..., 47.
38 Ibid., 48
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Katakanlah (Muhammad), ‘’Aku berada diatas keterangan yang nyata (al
qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah
kewenaganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk

disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah.

Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik’’

Perkembangan dalam wacana fikih Siya>sah, istilah al-sultha>h al-
tasyri>iyyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau
kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di
samping kekuasaan al-sultha>h al-tanfi>dzi>yyah dan kekuasaan al-
sultha>h al-gadha>iyah. Dalam konteks ini, kekuasaan al-sulthah al-
tasyri>iyyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh
masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt.
dalam syari’at islam. Dengan demikian, unsur-unsur legisasi dalam islam

meliputi:*

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

3% Muhammad Iqgbal, Figh Siya<sah Konstektualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 161.
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2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai
nilai-nilai dasar syari’at Islam.

Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk
dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Akan
tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah
lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan
sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan
pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan
dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Namun
rumusan ini harus tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan
kemajuan umum, bukan berdasarkan pemikiran spekulatif subjektif yang
bertentangan dengan semangat dan nilai dasar hukum Islam.

Jadi dalam al-sulthah al-tasyri>’iyyah pemerintah melakukan tugas
Sivya>sah syar’i>yah-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan
diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam
sesuai dengan semangat ajaran Islam. Seperti halnya kaidah berikut:

Uas oy e e asliadly
“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.”’

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau

penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan
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atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban

kesengsaraan rakyat.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan
pemerintahan Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber
syari’at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi

lembaga legislatif.

1. Dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam nash
Alquran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh
kekuasaan al-sultha>h al-tasyri>’iyyah adalah undang-undang
Ilahiyah yang diisyaratkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh
Nabi saw. Namun hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya
kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-
masalah global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan
secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan
kompleks  sehingga membutuhkan jawaban yang tepat
mengantisipasinya

2. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif atau al-sultha>h al-
tasyri>’iyyah menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan
penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan
yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya al-
sultha>h al-tasyri>’iyyah diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa
sebagaimana dijelaskn diatas. Mereka menetapkan hukumnya

dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari ‘illat atau



29

sebab hukum yang ada dalam permasalahan dan menyesuaikanya
dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash, ijtihad anggota
legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-masalih dan daf’ al-
mafasid (mengambil mashlahat dan menolak kemudharatan)*
Adapun syarat-syarat menjadi kekuasaan pemerintah Islam al-sultha>h
al-tasyri>iyyah menurut pandangan Muhammad Igbal :#!

1. Tidak hanya diduduki oleh ulama, yang dianggap memiliki otoritas
dalam penafsiran ajaran Islam.

2. Orang-orang awam pun juga bisa, akan tetapi mempunyai
pandangan yang tajam terhadap persoalan kemasyarakatan.

3. Didalam lembaga ini harus duduk para ahli dari berbagai disiplin

keilmuan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan kedokteran.

Sehingga dalam hal ini memang kekuasaan pemerintahan Islam sebagai
pemimpin haruslah memahami berbagai disiplin keilmuwan untuk

mengembangkan dan menetapkan peraturan yang akan diberlakukan.

5. Konsep Siya>sah Ma>liyah

Kajian Siya>sah ma>liyah (kebijakan politik keuangan Negara) dalam
perspektif islam tidak terlepas dari Alquran, Sunnah Nabi, praktik yang
dikembangkan oleh Khulafa’ al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam
sepanjang sejarah. Siya>sah ma>liyah merupakan kajian yang tidak asing

dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya

40 Ibid., 163.
4 Ibid., 172.
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menetap di Madinah. Siya>sah ma>liyah adalah salah satu begian
terpenting dalam sistem pemerintah Islam, karena ini menyangkut tentang

anggaran pendapatan dan belanja Negara*?.

Fikih Siya>sah ma>liyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam
adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemeintah menyangkut
pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan
masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya.
Kebijakan tersebut merupkan hukum yang mengatur hubungan Negara
dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu

dalam aktivitas ekonomi®’.

Pengaturan fikih Siya>sah ma>liyah berorientasi untuk kemaslahatan
Rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan Negara. Didalam rakyat
ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin, Di dalam fikih siyasah
maliyah  ini, Negara melahirkan  kebijakan-kebijakan  untuk
mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan
tidak melebar. Oleh karena itu dalam fikih Siya>sah ma>liyah orang kaya

di sentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan

42 Dr.Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Persada, 2001), 317

43 Dr. Andi Nirwana AN, M.ag, Figh Siyasah Maliyah(Keuangan Publik Islam), (Banda Aceh:
Srarfigh, 2017), 2
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selalu berusaha, berdo’a dan bersabar, sedangkan Negara mengelola zakat,

infaq, waqaf, sedekah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat**.

Seperti di dalam fikih Siya>sah dustu>ri>yah dan fikih dau>1li>yah,
didalam fikih Siy>asah ma>liyah pun pengaturannya diorientasikan untuk
kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, didalam Siya>sah ma>liyah ada
hubung diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau

kekuasaan®.

Syaikh As Sa’di rahimahullah kembali menyebutkan:

LAl iy Ll (3 ALall s gon ol

“’Ajaran Islam dibangun di atas maslahat Ajaran tersebut mengandung
maslahat dan menolak mudhorot (bahaya)’’

Dalam bidang Siya>sah (politik islam).

“Kebijakan pemimpin dalam urusan-urusan publik harus berorientasi

kepada kemaslahatan”.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa
Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan
orang miskin. Di dalam Siya>sah ma>liyah dibicarakan bagaimana cara-
cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua

kelompok ini, agar kesenjangan orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

“ Dr. Andi Nirwana AN, M.ag, Figh Siyasah Maliyah(Keuangan Publik Islam), (Banda Aceh:
Srarfigh, 2017), 3.
“Ibid.,3.
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Produksi, distribusi dan komsumsi dilandasi oleh aspek keimanan dan
moral, serta dijabarkan dalam aturan aturan hukum, agar ada keadilan dan
kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh
kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan

ketidakpastian.’ 4

Oleh karena itu, di dalam Fikih Siya>sah orang-orang kaya disentuh
hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa
mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur
didalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam
bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amriyang
tidak bertentangan dengan nash syari’ah, seperti bea cukai (usyur) dan

kharaj.

 Dr. Andi Nirwana AN, M.ag, Figh Siyasah Maliyah(Keuangan Publik Islam), (Banda Aceh:
Srarfigh, 2017), 4



BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERGUB N0. 10 TAHUN
2015

A. Tahapan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Latar Belakang Lahirnya Pergub No. 10 Tahun 2015 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Adapun dasar hukum terbentuknya Peraturan Presiden No 125 Tahun
2012 Tentang Koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima,
peraturan Menteri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan PKL, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun
2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No. 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Sebelum lahirnya Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 dan
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 telah di atur mengenai tempat
dan pembinaan usaha mikro PKL di provinsi DKI jakarta. Pada peraturan
yang lama tidak dijelaskan lebih lebih lanjut mengenai penataan dan
pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Keberadaan Peraturan
Gubernur sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta
keadaan saat ini, diperlukan penyempurnaan sehubungan dengan dinamika
pertumbuhan PKL dan penataan tata ruang kota sehingga perlu

disempurnakan. Dari hal tersebut Lahirnya Peraturan Gubernur No. 10

33
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Tahun 2015 dianggap mampu untuk melakukan penataan PKL yang

mewabah di Jakarta.

Proses Pembuatan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan PKL juga melibat banyak element,
berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bersama bapak Sugiono
“di dalam proses pembuatan pergub ini, pemprov DKI Jakarta mengundang
Ketua PKL, Dinas Bina Marga, Dinas Pekerja Umum, Dinas Pertamanan,
Dinas KUMKMP, Bappeda, Satpol PP, Swasta, tidak semua instansi
dilibatkan, proses pembuatan Peraturan Gubernur ini lebih di fokuskan
kepada Loksem dan Lokbin, mengingat antisipasi Pemrov DKI terhadap
menjamur nya PKL di Jakarta, trotoar dapat digunakan sebagai sarana
tempat PKL yang sifat nya sementara , dengan catatan trotoar tersebut sudah

di kaji dan mendapatkan rekomendasi oleh walikota setempat”.

Di dalam pembuatan Peraturan Daerah maupun produk Hukum harus
memuat landasan landasan dan mengemukakan unsur unsur penting dalam
konteks wujud paradigma yang berorientasi pada negara dan masyarakat
sipil*’. Termasuk didalam pembuatan Pergub No 10 Tahun 2015 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan PKL harus memuat aspek-aspek :

47 Dr. Jazim Hamidi dkk, Teori dan Hukum Perancangan Perda, (Jakarta, UB Press 2012), 28



35

a. Aspek Filosofis

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah proses
legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka
mengakomodir segenap kepentingan didaerah. Proses pembentukan
perda maupun produk daerah lainnya secara prinsipil merupakan
konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka ekonomi.
Dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk

konsekuensi yang mengikat warga negara secara lokalistik.

b. Aspek Yuridis

Kehadiran reformasi regulasi harus didukung juga dengan adanya
reformasi birokrasi disegenap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Secaraa yuridis tuntutan paradigma baru didalam analisis terhadap
produk hukum daerah tidak terlepas dari tuntutan demokratisasi baik di
tingkat pusat maupun daerah yang menghendaki terbentuknya instrumen

yuridis disektor pemerintahan.

c. Aspek Sosiologis

Bahwa problematika sosial hadir dalam konteks perumusan perda
maupun produk hukum daerah lainnya berada pada diskursus ruang
partisipasi publik. Peran hukum dalam masyarakat memang sering
menimbulkan banyak persoalan, hukum bahkan dianggap sebagai
instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum. Dengan kedudukan

yang demikian, hukum mempunyai kekuatan yang memaksa berkaitan
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dengan keberadaan hukum itu sendiri ditengah masyarakat, Mochtar

Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah

jaminan ketertiban, keadilan dan kepastian®®,

2. Materi Muatan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 Tentang

Pemberdayaan dan Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana isi Peraturan Gubernur No 10 tahun 2015 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jakarta, materi muatan

dalam lembaran pergub tersebut terdapat 12 bab dan 44 pasal, adapun

secara terperinci, maka muatan tersebut sebagai berikut :

a)
b)

©)
d)

e)

g)

h)

)

Bab 1 Ketentuan umum terdiri dari 2 pasal.

Bab 2 Penataan PKL terdiri dari 12 pasal.

Bab 3 TDU terdiri dari 5 pasal.

Bab 4 kewajiban, hak dan larangan PKL terdiri dari 3 pasal.

Bab 5 pemberdayaan dan kemitraan PKL dengan dunia usaha terdiri
dari 3 pasal.

Bab 6 pengawasan terdiri dari 3 pasal.

Bab 7 tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL terdiri dari
8 pasal.

Bab 8 monitoring, evaluasi dan pelaporan PKL terdiri dari 3 pasal.
Bab 9 pembiayaan terdiri dari 1 pasal.

Bab 10 sanksi terdiri dari 1 pasal.

“ Dr. Jazim Hamidi dkk, Teori dan Hukum Perancangan Perda, (Jakarta, UB Press 2012),

hlm.32.
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k) Bab 11 ketentuan peralihan terdiri dari 1 pasal.

1) Bab 12 terdiri dari 2 pasal.

Yang menjadi fokus peneliti terdahap pada ketentuan pada pasal 8

penetapan lokasi PKL.

Pasal 8

1.  Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi
tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari tim penataan
dan pemberdayaan PKL kota Administrasi / Kabupaten administrasi
serta Kepala Dinas KUMKM.

2. Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika,
ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai
dengan Rencana tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 22
Setiap PKL yang telah memperoleh TDU dilarang :
a. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha.
b. Memperdagangkan barang terlarang.
c. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha dan
d. Melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan

utilitas umum.
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3. Pelaksanaan Relokasi Melalui Peraturan Gubernur No. 10 Tahun

2015 Tentang Penataandan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Relokasi merupakan suatu atau usaha pemerintah untuk menata dan
mengelola PKL, jika tidak tersedianya lahan di lokasi yang digunakan PKL

untuk berjualan dan jumlah PKL yang terdata terlalu banyak.

Pada dasarnya konsep relokasi PKL dilaksanakan karena tidak
terpenuhinya lokasi untuk PKL berdagang, mengingat jumlah PKL yang
harus disediakan tempat sangat banyak. Alasan mendasar diadakannya

relokasi PKL sebagai berikut:

a. Banyaknya PKL yang menggunakan fasilitas umum sehingga
mengganggu ketertiban dan keindahan kota serta melanggar
peraturan.

b. Adanya faktor ekonomi bagi PKL sehingga para PKL tersebut
terpaksa berjualan menggunakan fasilitas umum dan harus di reloksi
agar saat menjalankan perckonomian mereka dengan aman dan
tertib.

c. Adanya program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
yang harus realisasikan.

d. Keluhan masyarakat tentang keberadaan PKL yang mengganggu
pejalan kaki di sepanjang ruas dan merusak sistem tata ruang kota

sebagaimana fungsinya.

Pemprov DKI Jakarta telah mendifinisikan PKL secara khusus

sebagaimana dimuat dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 Tentang
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Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diuraikan dalam
ketentuan umum khususnya pasal 1 ayat (18) Pedagang Kaki Lima yang
selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak
bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,
lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta Dbersifat

sementara/tidak menetap.

Peraturan yang terkait PKL, Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang
diatur dalam Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2015 tentang penataan dan
pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjadi dasar hukum untuk

penelitian ini.

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan yaitu terbentuknya
Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri No.41 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban
Umum, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 10 Tahun 2015

Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Adapun tujuan Peraturan Gubernur No 10 tahun 2015 berdasarkan pasal

2 ayat (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota.
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b. Memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan
masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan
kerja dan

c. Mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak

sesuai peruntukan.

Penetapan Lokasi PKL dilakukan oleh Walikota atas nama Gubernur
menetapkan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan
rekomendasi dari Tim penataan dan pemberdayaan PKL Kota

Administrasi/Kabupaten Administrasi serta kepala Dinas KUMKM.

Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
umum, sosial, budaya, estetika, ekoomi. Keamanan, ketertiban, kesehatan,
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Daerah®.

Yang dimaksud Relokasi adalah pemindahan tempat usaha ketempat
yang sudah disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Adapun tempat
tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak

Sugiyanto®”.

1. Lokasi Binaan (Lokbin)

2. Lokasi Sementara (Loksem)

4 Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 pasal 8
S0Wawancara, bapak Sugiyanto, tanggal 05 November 2019 Pukul 10:00 WIB, di Dinas Koprasi
UKM Provinsi DKI Jakarta
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Yang dimaksud lokbin adalah lokasi binaan yang disediakan oleh
pemprov DKI Jakarta. Adapun iuran retribusi nya bervariatif adalah berkisar

5.000,- s/d 15.000,- perhari.

Adapun lokasi sementara adalah lokasi yang sementara yang disediakan
oleh pemprov DKI Jakarta secara tidak menetap. Adapun iuran retribusinya
berkisar Rp.4.000,- perhari. Berdasarkan data yang di himpun di 5 wilayah
administrasi jakarta terdapat 83 lokasi binaan tetap yang di kelola oleh

pemerintah DKI Jakarta®'.

Untuk memfokuskan temuan dilapangan. Peneliti memilih objek
tempat penelitian di dua tempat. Yang pertama Jl. Jatibaru kampung Bali
Jakarta pusat yang merupakan area sekitar pasar tanah abang. Pasar Tanah
Abang merupakan daerah yang sebagian besar merupakan perkantoran,
pusat perbelanjaan dan pemukiman penduduk. Tanah abang merupakan
daerah yang sebagian besar merupakan perkantoran, pusat perbelanjaan dan
pemukiman penduduk. Tanah abang ialah pusat grosir terbesar di Asia
Tenggara, yang menyebabkan tanah abang menjadi daerah yang sesak dan
ramai sebagai pusat perbelanjaan. Padatnya aktifitas yang ada di Tanah
Abang menyebabkan tidak luput dari berbagai bentuk penyalahgunaan
fungsi trotoar. Selain merampas hak pejalan kaki yang menggunakan
trotoar, para PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat melakukan

transaksi jual beli adanya parker liar menggunakan trotoar dan bahu jalan

*1'Wawancara,bapak Sugiyanto, tanggal 05 November 2019 Pukul 10:00 WIB, di Dinas Koprasi
UKM Provinsi DKI Jakarta
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akan mengakibatkan kemacetan di daerah Tanah abang tersebut.’> Yang
kedua lokasi di JI. Asemka Jembatan Lima Tambora Jakarta barat, objek
tersebut adalah lokasi Pasar Pagi atau yang lebih di kenal Pasar Asemka
yang merupakan Pusat Grosir Aksesoris dan Souvenir terbesar di Jakarta.
Kesemrautaan PKL liar di Pasar Asemka tak bisa di bendung lagi, mereka
menempati lokasi kolong fly-over sebagai sarana jualannya serta berjualan
di bahu jalan sehingga menyebab kan kemacetan dan mengganggu askes

pejalan kaki serta memperkeruh keindahan tata kelola kota di Jakarta.

Lokasi yang di sediakan oleh pemerintah di pasar tanah abang adalah
skybridge / Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) yang menampung
446 kios. Terdapat tiga akses pintu menuju JPM yang mengarah ke dalam
stasiun tanah abang. Pintu pertama yakni pintu JPM dibawah fly- over
Jatibaru, pintu kedua JPM di dekat Jatibaru Bengkel yang juga terhubung
ke Stasiun Tanah abang, Halte Jak Lingko, Halte Trans Jakarta dan Blok F
serta Blok G, pintu yang ketiga JPM berada di jalan KS Tubun, terletak

sebelum turunan menuju Jalan Raya.

Belum lama sejak JPM diresmikan sudah full PKL yang mendaftarkan
ke relokasi tersebut, artinya program relokasi tersebut mendapat respon

positif dari para PKL, berdasarkan pengamatan peneliti 446 kios tersebut

32Achmad Salis, ’Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi
Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Tanah Abang’’. (e-Journal Ilmu Politik dan Pemerintahan,
2018, Vol 7 No.1.
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sudah di huni oleh Para PKL yang sebelumnya berjualan di bahu jalan raya

JL. Jati Baru.

Bagi PKL yang hendak mendapatkan tempat usaha harus memohonkan

mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) yang berlaku selama

2 Tahun sebagai bentuk pendataan terhadap semua PKL yang ada .

Ketentuan pasal 15 Pergub No 10 Tahun 2015 menjelaskan :

Untuk memperoleh TDU, PKL yang bersangkutan harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada kepala suku dinas KUMKM setempat

dengan melampirkan persyaratan :

a.

b.

Fotokopi KTP dan KK Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Pas poto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar.
Mengisi formulir pendaftaran usaha PKL yang paling sedikit
memuat:

Nama

Alamat/tempat tinggal/lama tinggal

Bidang usaha yang dimohon

Tempat usaha yang dimohon

Waktu usaha

Perlengkapan yang digunakan

Dan jumlah modal usaha

Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
Mengisi formulir surat pernyataan penggunaan prasarana dan sarana

kota.
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f.  Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit

memuat :

1.

2.

Tidak memperdagangkan barang ilegal

Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta

fasilitas yang ada ditempat usaha atau lokasi PKL

Tidak memindatangankan TDU kepada pihak lain dan

Kesanggupan, mengosongkan, mengembalikan atau

menyerahkan tempat usaha PKL, apabila :

1) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau
dikembalikan kepada fungsinya

2) Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan dan

3) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil

g. Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis usaha dengan

kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi

daerah.

Selanjutnya setelah berkas sudah berhasil di mohonkan, PKL

menunggu selambat lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan

surat permohonan di daftarkan.

Tidak semua PKL yang mendaftarkan TDU di terima, ada juga

beberapa yang di tolak.Sesuai dengan pasal 17 Peraturan Gubernur No 10

Tahun 2015 menjelaskan:
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(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan,
Walikota/Bupati melalui Kepala Dinas KUMKM menyampaikan
penolakan penerbitan TDU.

(2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud ayat (1)
disertai alasan penolakan.

Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 harti kerja

sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Setelah dilakukan penelitian yang di lakukan oleh peneliti secara
seksama terhadap persyaratan-persyaratan tersebut diatas baik persyaratan
administrasi maupun teknis lapangan/lahan yang disediakan oleh
pemerintah, maka kepada para pedagang akan diberikan surat tanda izin
lokasi dan kartu identitas. Kartu identitas dan izin penggunaan tempat usaha
berjualan hanya berlaku selama 2 tahun dan PKL harus memperpanjang lagi
setiap 2 tahun sekali. Walaupun PKL sudah memiliki izin TDU tanpa syarat
sebagai konsekuensinya apabila melakukan larangan larangan sebagaimana
yang dijelaskan pada psal 22 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015, maka
lahan akan di pergunakan kembali sebagaimana mestinya oleh pemerintah
atau izin usaha di cabut. Adapaun ketentuan larangan tersebut berdasarkan

pasal 22 Setiap PKL yang telah memperoleh TDU dilarang:

1. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha.
2. Memperdagangkan barang terlarang.

3. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha dan
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4. Melakukan transaksiu perdagangan pada prasarana, sarana dan

utilitas umum.

B. Respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Kebijakan
Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulispada
hari Rabu Tanggal 06 November 2019 dengan Bapak Sugiyanto S.A.P
selaku staf seksi Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koprasi
UKMP Provinsi DKI Jakarta di Dinas Koprasi UKMP. Adapun Upaya yang
di lakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam Implementasikan
Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 berdasarkan wawancara peneliti

dengan bapak sugiyanto® adalah dengan beberapa langkah berikut:

1. Sosialisasi ke 44 kelurahan melalui rt rw dengan memberikan arahan
arahan isi Peraturan Gubernur tersebut kepada masyarakat, selain
sosialiasasi kepada masyarakat melalui kelurahan, sosialiasi juga di
laksanakan langsung ke lokasi jualan PKL liar, seperti sekitar pasar
tanah abang, dan kota tua.

2. Pendataan, penaatan dan penertiban PKL berdasarkan klasifikasi
jenis usahanya.

3. Menentukan zonasi bagi PKL seperti pemberlakuan zona merah,

zona kuning, dan zona hijau.

>Wawancara, bapak sugiyanto, tanggal 05 November 2019 Pukul 10:00 WIB, di Dinas Koprasi
UKM Provinsi DKI Jakarta
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4. Merelokasi PKL ke lokasi sementara dan lokasi binaan yang telah di
sediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Adanya Relokasi PKL, merupakan bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terhadap PKL untuk
secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan
penertiban dari satpol pp. Relokasi PKL bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup PKL itu sendiri dan juga sekaligus untuk mencioptakan perluasan
lapangan kerja dari sektor informal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyebutkan secara ekplisit
daerah mana saja yang menjadi tempat dilarang nya bagi PKL untuk
melakukan kegiatan usahanya, namun hal tersebut di tandai dengan zonasi.
berdasarkan wawancara peneliti dengan Sugiyanto®* yang dimaksud dengan
zona merah adalah lokasi yang dilarang keras untuk berjualan bagi pkl, atau
tidak boleh terdapat PKL, zona kuning adalah zona yng di perbolehkan
untuk berjualan diwaktu- waktu tertentu, zona kuning yaitu zona yang bisa
di tutup buka berdasarkan waktu dan tempat yang diizinkan. Selanjutnya
zona hijau merupakan zona yang diperbolehkan berdagang PKL, zona
tersebut adalah zona pada lokasi sementara dan lokasi binaan yang di kelola

oleh Pemprov DKI Jakarta.

Penetapan Lokasi PKL dilakukan oleh Walikota atas nama Gubernur

menetapkan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan

>4 Wawancara, bapak sugiyanto, tanggal 05 November 2019 Pukul 10:00 WIB, di Dinas Koprasi
UKM Provinsi DKI Jakarta
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rekomendasi dari Tim penataan dan pemberdayaan PKL Kota

Administrasi/Kabupaten Administrasi serta kepala Dinas KUMKM.

Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan,
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah™.

C. Respon Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10
Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang
narasumber penjual atau pedagang kaki lima yang berada di objek yang
dijadikan tempat salah satu objek penelitian oleh penulis, untuk mencari
kebenaran yang ada di lapangan diantaranya:

1. Bapak Azwir pedagang gamis dan baju perempuan, pertanyaan
yang diberikan terkait Bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi
dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015
dalam penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima? Beliau berkata:

“Pemerintah sangat membantu saya dalam berjualan, meski untuk
mendapatkan TDU agak begitu ketat tapi alhamdulilah saya
kebagian. omset saya naik pesat, karena tempat yang di sediakan
oleh pemerintah sangat stategis yang menghubungan pasar tanah
abang, stasiun, halte dan jalan umum. Pendapatan saya yang
dulunya mentok hanya 800.000 sekarang sehari bisa 3.000.000,-

berjualan tenang dan aman serta biaya retribusinya relatif
terjangkau berkisar 400.000 ribu perbulan.>

35 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015pasal 8
SWawancara,bapak Azwir, hari Minggu 10 November 2019. pukul 14.48, di skybridge Jembatan
Penyebrangan Multiguna.
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Bapak Azwir’’ juga berbicara mengenai cara mencari izin untuk
mendapatkan TDU diantaranya dengan izin dari rt/rw setempat,
surat keterangan usaha, surat keterangan dari kelurahan.Kampung
Bali serta surat keterangan dari kecamatan Tanah Abang kota jakarta
pusat. Dengan syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu KTP, KK,
surat keterangan RT/RW, dan persyaratan lainnya yang ditentukan
oleh pihak kecamatan setempat, pernyataan/persetujuan dari
pengelola fasilitas umum yang bersangkutan langsung dengan usaha
PKL, di tanda tangani dan bermaterai cukup, serta yang tidak kalah
penting surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat
sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, dan keindahan

serta fungsi fasilitas umum.

2. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Azwir,
pertanyaan yang diberikan terkait bagaimana proses untuk

mendaftarkan TDU?

“’Memang dalam mendaftarkan TDU sedikit berbelit belit dan
ribet, berkas harus detail lengkap dan sesuai prosedur yang harus
dipenuhi, kalau tidak lengkap bisa di tolak, dan harus menunggu
lama untuk mendaftarkannya lagi. Soalnya lokasinya strategis
banget jadi aga rebutan siapa yang berkas nya lolos dia yang
mungkin dapat TDU, Mba’’ .

57 Wawancara bapak Azwir, hari Minggu 10 November 2019. Pukul 14.48. di skybridge Jembatan
Penyebrangan Multiguna.
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3. Berdasarkan wawancara dengan PKL yang menjual pakaian anak,
Andi®® terkai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan
adanya Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 adakah pelanggaran

yang masih dilakukan oleh para pedagang sekitar? Beliau berkata:

“’Pelanggaran yang sering terjadi bagi pkl di lokasi binaan disini
kebanyakan mengubah bentuk tempat usahanya, di karnakan
ukuran yang disediakan tealalu sempit untuk menyimpan dan
memasarkan barang, jadi sebagian dari pkl banyak yang
mengakali sehingga muat, tapi kalau lagi ada kontrol dari
pemerintah bisa di somasi’Artinya pencabutan izin usaha pun
harus menggunakan tahapan tahapan baik peringatan lisan
maupun tertulis sebelum pencabutan.’’

Berbeda hal nya dengan PKL yang mendapat relokasi di Blok G
Pasar Tanah abang. Gejala yang kerap di hadapi oleh pemerintah di
dalam melakukan relokasi terhadap PKL adalah lokasi tempat
relokasi yang kurang strategis, sehingga mengurungkan niat para
PKL yang enggan untuk dipindah kan ke lokasi tersebut, karena

menurut mereka letak lokasi mempengaruhi omset pendapatan.

4. Berdasarkan hasil waawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan
ibu Siti Aisyah pedagang pakaian dan seragam sekolah di lokasi
binaan blok G pasar tanah abang pertanyaannya terkait bagaimana
relokasi dan tempat yang disediakan pemerintah apakah dirasa
strategis? Beliau berkata:

“Tempat yang disediakan oleh pemerintah sangat sepi
pengunjung, karena jauh dari pejalan kaki, dulu omset saya sehari

8 Wawancara, bapak Andi, hari Minggu tanggal 10 November, pukul 11.05, di Bahu JIn. KH Mas
Masyur Pasar Tanah Abang
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bisa 4.000.000,- sekarang paling Cuma 500.000,- an masih jauh
dari harapan, tapi saya memilih bertahan, mungkin saja
pemerintah melalukan revitalisasi lokasi yang kami tempatkan”.>

Lokasi binaan blok G pasar tanah abang yang disediakan oleh
pemerintah sebanyak 1500 unit dengan ukuran 2x2m, sangat cukup
kalau diakumulasikan dengan jumlah pedagang liar yang masih
berjualan di trotoar dan bahu jalan, namun sayang nya banyak dari
PKL yang enggan untuk di relokasi sehingga bilik tersebut banyak

yang kosong dan bahkan banyak yang di tinggalkan oleh pemiliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan
ibu Ade®® pedagang pakaian tidur yang masih berjualan di zona
merah di bahu jalan JI. Kh mas mansyur pasar tanah abang

mengatakan :

“Saya memilih dagang disini karna keterbatasan modal dan
pembiayaan yang kurang. Tapi dulu awal 2015 hampir sebagian
besar PKL berbondong-bondong rebutan untuk direlokasi,
banyak dari rekan rekan saya daftar TDU, intinya mereka punya
harapan baru dan tempat yang layak untuk dijadikan sarana
berjualan tanpa harus mendapatkan penertiban dari salpol pp,
namun seiring berjalan nya waktu relokasi tersebut hanya
berjalan 1 tahun sebagian dari PKL ada yang bertahan di lokasi
binaan dan sebagian besarnya lagi para PKL kembali berjualan
di bahu jalan karena sepi, akses yang di sediakan untuk menuju
area relokasi tidak dimanfaatkan oleh pejalan kaki sehingga
mempengaruhi pendapatan PKL, meski jualan di bahu jalan
menjadi bulan bulanan petugas keamanan, tapi nampaknya PKL
sudah biasa akan razia tersebut, dan tau kapan dan waktu petugas
satpol pp melakukan razia, sehingga PKL bisa melakukan
persiapan sebelum dirazia”

5% Wawancara ibuSiti Aisyah, hari Minggu tanggal 10 November pukul 09.10 di Blok G Pasar

Tanah Abang

0 'Wawancara ibu Ade, hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 12.50, di JI. KH Mas
Mansyur Pasar Tanah Abang.
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6. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang

penjual maenan anak, bapak Afdol®!

pertanyaannya terkait mengapa
menjual dan berdagang ditempat seperti ini, yang berjualan di
kolong jembatan, Beliau mengatakan :

“Relokasi yang disediakan oleh pemerintah saya gunakan untuk

menyimpan barang saja mba, habisan tokonya juga sepi, jadi saya
tetap jualan di kolong jembatan ini yang penting rezeki lancar”.

D. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan

Gubernur No. 10 Tahun 2015

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni
struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law)
dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat
penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan
dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (/iving law) yang dianut
dalam suatu masyarakat.%> Dengan melihat pengertian dari teori Lawrence
M. Friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur

hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk

$!'Wawancara, bapak Afdol. Hari Jum’at tanggal 15 November 2019, pukul 10.05. di kolong
jembatan flyover pasar pagi Asemka

62 https://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-
friedman.html#:~:text=28%20Maret%202015-
.Teori%20Sistem%20Hukum%?20Lawrence%20M.%20Friedman,budaya%20hukum%?20(legal%2
Oculture). Diakses 28 Maret 2020
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menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan

oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

1. Faktor Penghambat Terlaksananya Peraturan Gubernur No 10

Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancana dengan bapak sugiyanto® selaku Pejabat

Dinas KUMKMP.

Yang menyatakan bahwa foktor penghambat terlaksananya Pergub No.
10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
yaitu:
a. PKL
PKL itu sendiri. Kurangnya pemahaman PKL mengenai Peraturan
Gubernur No.10 Tahun 2015, faktor PKL juga karena berdagang
dengan biaya dan modal pas pasan, sehingga sulit untuk di relokasi
dengan alasan tidak sanggup membayar retribusi
b. Faktor produk hukum
Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2015 sudah 4 tahun berjalan sudah
harus diperbaruhi karena tidak sesuai dengan perkembangan di
lapangan yang begitu pesat.
c. Lokasi bagi PKL
Relokasi tempat yang di sediakan oleh pemprov DKI kurang

mencukupi dari jumlah PKL yang ada di Jakarta, pemerintah harus

8Wawancara, bapak Sugiyanto, tanggal 05 November 2019 Pukul 10:00 WIB, di Dinas Koprasi
UKM Provinsi DKI Jakarta
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menyediakan lahan lebih banyak lagi dengan bekerja sama dengan
pihak swasta. Alasan lokasi juga karena letak relokasi yang di
anggap PKL terlalu jauh dari tempat keramaian / kurang stategis.
Sehingga mereka menolak untuk direlokasi.
d. Pemerintah dan penegakan hukum

Keterbatasan SDM di dalam mengontrol aktifitas PKL baik yang
sudah direlokasi maupun yang masih melakukan jualan secara liar,
penegak hukum yang lemah serta terbatas nya jumlah tenaga aparat
penegak hukum dalam hal ini SatPol PP yang menyebabkan

terlaksananya Peraturan Gubernur tersebut menjadi lambat.

2. Faktor Pendorong Terlaksananya Peraturan Gubernur No. 10

Tahun 2015

a. Faktor Hukum
Yang berupa undang-undang menjadi sakah satu yang
mempengaruhi terlaksananya relokasi, sebab selain Peraturan
Gubernur No Tahun 2015, di dalam implementasinya kita
mempunyai Peraturan Daerah Jakarta No 8§ Tahun 2007 tentang
ketertiban umum, UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang menjadi pemicu faktor pendorong
terlaksananya.

b. PKL
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Semakin banyak nya PKL yang mendukung program relokasi,
semakin jelas keberhasilan pemerintah di dalam menangani PKL
yang mewabah di Jakarta.

Pemerintah

Pemerintah terus ber upaya berinovatif meninjau kondisi PKL yang
dinamis di Jakarta yang telah menjamur, sehingga kedepan bisa

balance terhadap penanganan dan penataan terhadap pemerintah.



BAB IV
ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI
LIMA DALAM PERGUB No. 10 TAHUN 2015

A. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun
2015

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur No 10 Tahun
2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jakarta.
Penetapan Lokasi PKL dilakukan oleh Walikota atas nama Gubernur
menetapkan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan
rekomendasi dari Tim penataan dan pemberdayaan PKL Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi serta kepala Dinas KUMKM.
Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum,
sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan,
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah®.

Adapun tujuan Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2015 berdasarkan

pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota.

64 peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 pasal 8
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b. Memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunkan
masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan
kerja dan

c. Mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak

sesuai peruntukan.

Yang dimaksud Relokasi adalah pemindahan tempat usaha ketempat
yang sudah disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Adapun tempat
tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak
Sugiyanto® yang pertama adalah Lokbin dimana Lokbin sendiri adalah
lokasi binaan yang disediakan oleh pemprov DKI Jakarta. Adapun iuran
retribusi nya bervariatif adalah berkisar 5.000,- s/d 15.000,- perhari. Yang
kedua adalah loksem Adapun lokasi sementara adalah lokasi yang
sementara yang disediakan oleh pemprov dki jakarta secara tidak menetap.
Adapun iuran retribusinya berkisar Rp.4.000,- perhari. Berdasarkan data
yang di himpun di 5 wilayah administrasi Jakarta terdapat 83 lokasi binaan

tetap yang di kelola oleh pemerintah DK Jakarta.

Dalam Skripsi yang kami teliti objek bahan penelitian ini adalah
bagaimana kebijakan aturan pemberlakuan terkait Relokasi Pedagang Kaki

Lima yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 dalam

85 Wawancara, bapak Sugiyanto, tanggal 05 November 2019 Pukul 10:00 WIB, di Dinas Koprasi
UKM Provinsi DKI Jakarta.
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penerapannya dilapangan dan berdasarkan fakta lapangan yang telah penulis

wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk memfokuskan temuan dilapangan. Peneliti memilih objek
tempat penelitian di dua tempat. Yang pertama J1. Jatibaru kampung Bali
Jakarta pusat yang merupakan area sekitar Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah
Abang merupakan daerah yang sebagian besar merupakan perkantoran,
pusat perbelanjaan dan pemukiman penduduk. Tanah abang ialah pusat
grosir terbesar di Asia Tenggara , yang menyebabkan tanah abang menjadi
daerah yang sesak dan ramai sebagai pusat perbelanjaan, padatnya aktifitas
yang ada di tanah abang menyebabkan tidak luput dari berbagai bentuk
penyalahgunaan fungsi trotoar, para PKL yang menggunakan trotoar dan
bahu jalan akan mengakibatkan kemacetan di daerah tanah abang tersebut.
Yang kedua lokasi di JI. Asemka Jembatan Lima Tambora Jakarta barat,
objek tersebut adalah lokasi Pasar Pagi atau yang lebih di kenal Pasar
Asemka yang merupakan Pusat Grosir Aksesoris dan Souvenir terbesar di
Jakarta. Kesemrautaan PKL liar di Pasar Asemka tak bisa di bendung lagi,
mereka menempati lokasi kolong flyover sebagai sarana jualannya serta
berjualan di bahu jalan sehingga menyebab kan kemacetan dan mengganggu

askes pejalan kaki serta memperkeruh keindahan tata kelola kota di Jakarta.

Lokasi yang di sediakan oleh pemerintah di pasar tanah abang adalah
skybridge/Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) yang menampung 446
kios. Terdapat tiga akses pintu menuju JPM yang mengarah ke dalam

stasiun tanah abang. Pintu pertama yakni pintu JPM dibawah Fly Over
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Jatibaru, pintu kedua JPM di dekat Jatibaru Bengkel yang juga terhubung
ke Stasiun Tanah abang, Halte Jak Lingko, Halte Transjakarta dan Blok F
serta Blok G, pintu yang ketiga JPM berada di jalan KS Tubun, terletak

sebelum turunan menuju Jalan Raya.

Belum lama sejak JPM diresmikan sudah full PKL yang mendaftarkan
ke relokasi tersebut, artinya program relokasi tersebut mendapat respon
positif dari para PKL, berdasarkan pengamatan peneliti 446 kios tersebut
sudah di huni oleh Para PKL yang sebelumnya berjualan di bahu jalan raya

JL. Jati baru.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Penerapan Kebijakan
Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015 maka
peneliti dapat menganalisa terkait isu-isu yang sudah dijelaskan dalam

pembahasan sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang dikembangkan oleh penulis melalui
wawancara dengan Dinas KUMKMP, pada hari Rabu Tanggal 06
November 2019 dengan Bapak Sugiyanto S.A.P selaku staf seksi
Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koprasi UKMP Provinsi
DKI Jakarta, menjelaskan berdasarkan data dinas KUMKMP DKI Jakarta
dari 5 wilayah di Jakarta pada tahun 2019, jumlah pedagang kaki lima pada
Lokasi Binaan sebanyak 2.234, Jumlah di Lokasi Sementara sebanyak 4.869
dan jumlah Pedagang Kaki Lima liar berjumlah 16.180. Permasalahan yang
timbul adalah pedagang kaki lima yang telah memperoleh TDU serta

terdaftar dalam Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara dari mereka banyak



60

yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi, serta sebagian lagi
banyak yang meninggalkan lokasi usaha tanpa izin dan mencabut TDU
terlebih dahulu, sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah karena
harus mengganti pembayaran retribusi yang harus dibayarkan.®® Artinya
upaya pemerintah di dalam melakukan relokasi belum terlaksana dengan
baik, karena jumlah pedagang kaki lima liar jauh lebih banyak dari pada
jumlah Pedagang Kaki Lima pada Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara,
disamping itu faktor terjadinya pembengkakan jumlah Pedagang Kaki Lima
liar juga dikarenakan jumlah relokasi yang terbatas yang di sediakan oleh
pemerintah. Serta karena terbatasnya Sumber Daya Manusia di
pemerintahan untuk mengontrol aktifitas Pedagang Kaki Lima sehingga

terjadi ketidaktertiban terhadap optimalisasi relokasi tersebut.

Mendapatkan TDU juga tidaklah mudah sehingga, jikalau ini harus
berebutan dengan ribuan pedagang yang lainnya dan sangat susah untuk
mendapatkannya terlebih pemerintah tidak dapat menghadirkan jumlah
relokasi yang memadai akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang
mendapatkan TDU juga sepenuhnya tidak membayar hak sewanya
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Azwir, pertanyaan

yang diberikan terkait bagaimana proses untuk mendaftarkan TDU?

“’Memang dalam mendaftarkan TDU sedikit berbelit belit dan ribet,
berkas harus detail lengkap dan sesuai prosedur yang harus dipenubhi,
kalau tidak lengkap bisa di tolak, dan harus menunggu lama untuk
mendaftarkannya lagi. Soalnya lokasinya strategis banget jadi aga

% Bapak Sugiyanto, Wawancara, Staf Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM, Dinas
KUMKMP Provinsi DKI Jakarta, 06-11-2019.
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rebutan siapa yang berkas nya lolos dia yang mungkin dapat TDU
mba’’.

Dalam Pasal 22 huruf (a) Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 setiap
PKL yang telah memperoleh TDU dilarang mengubah bentuk dan fungsi
tempat usaha, akan tetapi kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan
fasilitas yang memadai atau lahan yang terlalu kecil untuk pedagang,
sehingga akan memunculkan pedagang pedagan yang tidak taat pada aturan.
Analisa kami didukung dengan data dan fakta yang ada dilapangan
Berdasarkan wawancara dengan PKL yang menjual pakaian anak, Andi®’
terkait peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan
Gubernur No.10 Tahun 2015 adakah pelanggaran yang masih dilakukan

oleh para pedagang sekitar? Beliau berkata:

“’Pelanggaran yang sering terjadi bagi PKL di lokasi binaan disini
kebanyakan mengubah bentuk tempat usahanya, di karnakan ukuran
yang disediakan tealalu sempit untuk menyimpan dan memasarkan
barang, jadi sebagian dari pkl banyak yang mengakali sehingga
muat, tapi kalau lagi ada kontrol dari pemerintah bisa di
somasi”Artinya pencabutan izin usaha pun harus menggunakan
tahapan tahapan baik peringatan lisan maupun tertulis sebelum
pencabutan.”’

Dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 pasal 8 huruf b
Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana

7 Wawancara bapak andi, hari Minggu tanggal 10 November, pukul 11.05, di Bahu JIn. KH Mas
Masyur Pasar Tanah Abang
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Tata Ruang Wilayah Daerah, akan tetapi kami menemukan fakta dilapangan
apa yang tertuang belum dilakukan dengan penerapan yang maksimal
memperhatikan kepentingan ekonomi para Pedagang Kaki Lima. dengan
PKL yang mendapat relokasi di Blok G Pasar Tanah abang. Gejala yang
kerap di hadapi oleh pemerintah di dalam melakukan relokasi terhadap PKL
adalah lokasi tempat relokasi yang kurang strategis, sehingga
mengurungkan niat para pedagang PKL yang enggan untuk dipindahkan ke
lokasi tersebut, karena menurut mereka letak lokasi mempengaruhi omset

pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan ibu
Siti Aisyah pedagang pakaian dan seragam sekolah di lokasi binaan blok G
pasar tanah abang “ pertanyaannya terkait bagaimana relokasi dan tempat

yang disediakan pemerintah apakah dirasa strategis? Beliau berkata:

“Tempat yang disediakan oleh pemerintah sangat sepi pengunjung,
karena jauh dari pejalan kaki, dulu omset saya sehari bisa
4.000.000,- sekarang paling Cuma 500.000,- an masih jauh dari
harapan, tapi saya memilih bertahan, mungkin saja pemerintah
melalukan revitalisasi lokasi yang kami tempatkan”.%

Lokasi binaan blok G pasar tanah abang yang disediakan oleh
pemerintah sebanyak 1500 unit dengan ukuran 2x2m, sangat cukup kalau
diakumulasikan dengan jumlah pedagang liar yang masih berjualan di

trotoar dan bahu jalan, namun sayang nya banyak dari PKL yang enggan

8 Wawancara siti aisyah, hari Minggu tanggal 10 November pukul 09.10 di Blok G Pasar Tanah

Abang



63

untuk di relokasi sehingga bilik tersebut banyak yang kosong dan bahkan

banyak yang di tinggalkan oleh pemiliknya.

Berdasarkan hasil wawancara kami juga menemukan fakta yang terjadi
dirasakan masyarakat selepas wawancara yang di lakukan oleh peneliti
dengan ibu Ade® pedagang pakaian tidur yang masih berjualan di zona

merah di bahu jalan JI. Kh Mas Mansyur Pasar Tanah Abang mengatakan :

“Saya memilih dagang disini karna keterbatasan modal dan
pembiayaan yang kurang. Tapi dulu awal 2015 hampir sebagian
besar PKL berbondong-bondong rebutan untuk direlokasi, banyak
dari rekan rekan saya daftar TDU, intinya mereka punya harapan
baru dan tempat yang layak untuk dijadikan sarana berjualan tanpa
harus mendapatkan penertiban dari SatPol PP, namun seiring
berjalan nya waktu relokasi tersebut hanya berjalan 1 tahun sebagian
dari PKL ada yang bertahan di lokasi binaan dan sebagian besarnya
lagi para PKL kembali berjualan di bahu jalan karena sepi, akses
yang di sediakan untuk menuju area relokasi tidak dimanfaatkan
oleh pejalan kaki sehingga mempengaruhi pendapatan PKL, meski
jualan di bahu jalan menjadi bulan bulanan petugas keamanan, tapi
nampaknya PKL sudah biasa akan razia tersebut, dan tau kapan dan
waktu petugas SatPol PP melakukan razia, sehingga PKL bisa
melakukan persiapan sebelum dirazia”.

Kami juga melakukan wawancara kepada pedagang yang masih
berjualan di bawah kolong jembatan Menurut hasil wawancara yang peneliti
lakukan dengan seorang penjual maenan anak, bapak Afdol pertanyaannya
terkait mengapa menjual dan berdagang ditempat seperti ini, yang berjualan

di kolong jembatan, Beliau mengatakan :

“Relokasi yang disediakan oleh pemerintah saya gunakan untuk
menyimpan barang saja mba, habisan tokonya juga sepi, jadi saya
tetap jualan di kolong jembatan ini yang penting rezeki lancar”.

% Wawancara ibu ade, hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 12.50, di JI. KH Mas
Mansyur Pasar Tanah Abang.
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Sehingga besar harapan penulis bahwasanya penataan Relokasi
Pedagang Kaki Lima diterapkan dengan baik berdasarkan Tata Ruang
Wilayah dengan tidak mengesampingkan kebutuhan ekonomi dan
meningkatkan daya taraf hidup para pedagang dengan memberikan lahan
yang sesuai dan tepat sasaran dengan memperhatikan strategis lahan sesuai

dengan amanat Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015.

Dan besar harapan penulis untuk para pedagang tetap membayar iuran
retribusi dan berkomunikasi dengan baik terhadap pemerintahan apakah
tempat tersebut yang disediakan pemerintah tidak digunakan kembali atau
tidak, karena banyak dari Pedagang Kaki Liar yang jumlahnya ribuan
menunggu kesempatan yang sama untuk Relokasi ke tempat atau lokasi
yang semestinya tidak digunakan oleh para pejalan kaki di trotoar maupun
di bawah jembatan.

Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10
Tahun 2015

Fikih Siya>sah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan
umat dan negara segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam fikih Siya>sah ini, ulama
mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik Alquran maupun
Sunnah, untuk mengeluarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada
didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.
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Pembagian ruang lingkup fikih Siya>sah dapat dikelompokkan menjadi
tiga bagian pokok yaitu:’° Pertama, politik perundang-undangan (al-
Siva>sah al-dustu>ri>yah), bagian ini meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum (zasri>’i>yah) oleh lembaga legislatif, peradilan
(qad{a>’iyah) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan
(id{ari>yah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (al-
Siva>sah al-khari>ji>yah), bagian ini mencakup hubungan keperdataan
antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda
kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan
diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan
hubungan Internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (al-
Siva>sah al-ma>li>yah), permasalahan yang termasuk dalam Siya>sah
ma>li>yah 1ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos
pengeluaran  dan  belanja  negara, perdagangan Internasional,

kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Wacana fikih Siya>sah, istilah al-sulthah al-tasyri’iyyah digunakan
untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah
Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disini bukan berarti
kewenangan tersebut melanggar atau berlawanan dengan ketetapan yang
telah Allah turunkan dalam Alquran. Akan tetapi kewenangan pemerintah
islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan

oleh masyarakatnya harus berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan

70 Muhammad Iqgbal, Figh Siya<sah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.
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Allah SWT. Sehingga salah satu unsur-unsur dalam legisasi adalah isi
peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar
syari’at Islam. Jadi dalam al-sulthah al-tasyri’iyyah pemerintah melakukan
tugas siyasah syar’iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan
diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam

sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Kajian fikih Siva>sah, al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam,
tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan
bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat al-

An’am, 6:57
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Katakanlah (Muhammad), “’Aku berada diatas keterangan yang nyata (al
qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah
kewenaganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk
disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah.
Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik’’

Orang-orang yang duduk di al-sulthah al-tasyri’iyyah ini terdiri dari
para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang,
sehingga aspirasi dan dalam menetapkan hukum sesuai dengan konteks
yang ada pada saat itu dan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam al/-
sulthah al-tasyri’iyyah pemerintah melakukan tugas Siy>asah syar’iyah-

nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam
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masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan semangat

ajaran Islam.

Karena menetapkan syari’at sebenarnya hanyalah wewenang Allah
SWT, maka adapun wewenang dan tugas kekuasaan al-sulthah al-
tasyri’iyyah. Pertama, hanya sebatas menggali dan memahami sumber-
sumber syari’at Islam, yakni Alquran dan Sunnah Nabi. Kedua,

Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.”!

Terdapat dua fungsi kekuasaan al-sulthah al-tasyri’iyyah. Pertama.
Dalam hal menetapkan peraturan yang ketentuannya telah ada dalam nash
Alquran dan Sunnah. Peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan al-sulthah
al-tasyri’iyyah adalah peraturan ilahiyah yang diisyaratkan-Nya dalam Al
quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada
prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara mengenai
masalah global dan terkadang belum menjelaskan permasalahan-
permasalahan secara rinci yang tidak dijelaskan di dalam nash Alquran
maupun Hadis. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan
kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk persoalan
tersebut dan tidak melanggar apa yang disyari’atkan dalam sumber hukum

ajaran Islam.

"I Muhammad Iqgbal, Figh Siya<sah Konstektualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 162.
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Kedua kekuasaan al-sulthah al-tasyri’iyyah menjalankan fungsi
keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap
permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.
Disinilah perlunya al-sulthah al-tasyri’iyyah diisi oleh para mujtahid dan
ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Mereka menetapkan hukumnya
dengan jalan giyas (analogi). Mereka berusaha mencari ‘illat atau sebab
hukum yang ada dalam permasalahan dan menyesuaikanya dengan
ketentuan yang terdapat di dalam nash, ijtihad pemerintahan harus mengacu
kepada prinsip jalb al-masalih dan daf’ al-mafasid (mengambil mashlahat
dan menolak kemudharatan)’? begitu pula jika dikaitkan dalam
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam pembentukannya didalam
Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2015 terkait penerapan Relokasi Pedagang
Kaki Lima yang juga harus mempertimbangkan penerapan di dalam
ijtihadnya terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan
dalam UU maupun Peraturan Gubernur diatasnya untuk kemaslahatan dan

pemenuhan hak-hak para PKL.

Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk
dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena
Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran
dan Sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan

pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan

2 1bid.,163.
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dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Namun
rumusan ini harus tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan
kemajuan umum, bukan berdasarkan pemikiran spekulatif subjektif yang

bertentangan dengan semangat dan nilai dasar hukum Islam.

Oleh karenanya kekuasaan al-sulthah al-tasyri’iyyah, Tidak hanya
diduduki oleh ulama, yang dianggap memiliki otoritas dalam penafsiran
ajaran Islam. Orang-orang awam pun juga bisa, akan tetapi mempunyai
pandangan yang tajam terhadap persoalan kemasyarakatan dan juga
mengembangkan kemajuan peradaban Islam, menguasai, dan kreatif
terhadap perkembangan zaman sehingga dibutuhkan para ahli dari berbagai
perspektif keilmuwan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan

kedokteran.

Kajian siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan Negara) dalam
perspektif islam tidak terlepas dari Alquran, Sunnah Nabi, praktik yang
dikembangkan oleh al-khulafa’ al-rasyidun, dan pemerintahan Islam
sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing
dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya
menetap di Madinah. Siyasah maliyah adalah salah satu begian terpenting
dalam system pemerintah Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran

pendapatan dan belanja Negara’.

3 Dr.Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Persada, 2001), 317
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Pengaturan fikih siya>sah maliyah berorientasi untuk kemaslahatan
rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan Negara. Di dalam rakyat
ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fikih siya>sah
maliyah  ini. Negara  melahirkan  kebijakan-kebijakan  untuk
mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan
tidak melebar

Seperti di dalam fikih Siya>sah Dustu>ri>yah dan Fikih Dauliyah,
didalam Figih Siya>sah Ma>liyah pun pengaturannya diorientasikan untuk
kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, didalam siyasah maliyah ada hubung

diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan™.

Dalam bidang Siya>sah (politik islam), terdapat sebuah kaidah’
“Kebijakan pemimpin dalam urusan-urusan publik harus berorientasi
kepada kemaslahatan™. Sehingga kebijakan pemimpin harus disandarkan

pada orientasi kemashlahatan untuk masyarakatnya.

74 Dr. Andi Nirwana AN, M.ag, Figh Siyasah Maliyah(Keuangan Publik Islam), (Banda Aceh:
Srarfigh, 2017), 3

5 Prof. H.A. Djazuli, llmu Figih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,
(Jakarta: Kencana, 2010), 114
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BAB YV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wuraian pembahasan terhadap

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki

Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015 dapat diperoleh kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Relokasi
Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur
No.10 Tahun 2015 telah cukup baik, namun dalam penerapannya
adakalanya tidak sesuai dengan apa yang dituangkan menjadi tujuan
daripada relokasi tersebut, seperti halnya tidak strategisnya penataan
tata letak ruang wilayah tempat relokasi yang menjadikan
penumpukan PKLliar, sempitnya lahan tempat relokasi yang
diberikan sehingga banyak PKL menambahkan fasilitas-fasilitas
baru yang melanggar aturan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015
sehingga tujuan relokasi tidak mencapai kepada kesejahteraan
perekonomian rakyat.

Konsep pemerintahan islam dengan kebijakan pemerintah DKI
Jakarta dalam hal ini al-sulthah al-tashri’iyyah melakukan tugas
siyasah shar’iyah-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan

diberlakukan di masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam.
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B.

Saran

73

Sehingga  kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
relokasi PKL dalam Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015, juga
harus memperhatikan aturan dan kebermanfaatan dalam penerapan

kebijakan rolokasi PKL.

Dari hasil pembahasan penulis di atas, maka penulis memberikan saran,

yaitu :

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam relokasi
Pedagang Kaki Lima yang dituangkan sangat baik akan tetapi dalam
penerapannya perlu ditingkatkan kembali sumber daya manusia dari
Pemerintah Provinsi terkait relokasi Pedagang Kaki Lima dan
penetapan lahan yang strategis demi menunjang kenaikan
perekonomian bagi para pedagang pemegang TDU.

Berdasarkan data dinas KUMKMP DKI Jakarta dari 5 wilayah di
Jakarta pada tahun 2019 Lokasi Binaan sebanyak 2.234, Jumlah di
Lokasi Sementara sebanyak 4.869 dan jumlah PKL liar berjumlah
16.180. sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih
membuka lahan dan menerbitkan lebih banyak lagi para Pedagang
Kaki Lima untuk menerima TDU. Dalam kebijakannya Pemerintah
Provinsi DKI harus memberikan penerapan sanksi yang tegas
terhadap Pedagang Kaki Lima pemegang TDU yang tidak

membayarkan uang retribusi. Disatu sisi lain kebijakan sanksi yang
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tegas juga diimbangi dengan relokasi lahan yang maksimal, agar
jumlah Pedagang Kaki Lima liar yang lebih banyak ini memiliki

TDU tanpa melanggar aturan yang berlaku.
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